
PUTUSAN
Nomor : 058/C/20 I 4/PTLIN-SMG.

,,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan

i ,enyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada ringkat pcrtama dcngan acara biasr,

telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

TOFIK;

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Tempat Tinggal

Indonesia

Swasta ;

Desa Wanarata RT

Kabupaten Pemalang

06 RW 02. Kecauatan Bantarbolang,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2014. nlembcrikan kuasa kepada:--

Nama

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Alamat

LISTIYANI, SH;

Indonesia;

Advokat/Pengacara pada LKBH SATRIA Jarva Tengah;-----

Jl. Mahesa Mukti IV 308 Pedurungan, Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai----- ------I'BNGGUGAT;

I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Selatan Nomor 59 Pemalang;----------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2014 memberikan kuasa kepada:.

1. DR. H. UMARMA'RUF, SH, Sp.N, M.Hum;

2. M. FAJAR ST]BHI A. K. ARIF. SH, MH;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat

dan Penasehat Hukum "IJMAR FAJAR & REKAN', di Jalan pleburan Tengah

Nomor 3 A Semarang;--

Ilnlaua l duri56ltal PuAoru L'o, \t

Nama

Selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT;

E



II. Nama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal :

SUGENG, A.Md

Indonesia ;

Wiraswasta ;

Desa Pagenteran RT. 03/02 Kecamatan Pulosari, Kabupaten

Pemalang ;

'l'Ill,C t r(; A'f I I I N'l'EltV[in*SI ;Selanj utnya disebut sebagai

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

058/?EN/T[IN/2014/PTUN-SMG, tertanggal 7 Agustus 20 I 4,

SMG,

umum;

Semarang Nomor:

tentang Penundaan

Pelaksanaan Keputusan objek sengketa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:

058,/PEN.DIS/2014/PTLIN-SMG, tertanggal l1 Agustus 2014, tentang Lolos

Dismissal Process;----------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:

058/PEN.M}V2014/PTUN-SMG, tertanggal I 1 Agustus 201 4, tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 058/PEN.PP/2014IPTI-IN-

SMG, tertanggal 12 Agustus 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan;----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 058/PEN.HS/2014,ryTLrN-

tertanggal 18 September 2014, tentang Hari Sidang yang terbuka untuk

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 058/G/2014/ PTLIN-SMG,

September 2014, tentang masuknya permohonan intervensi atas

tertanggal 25

nama Sugeng,

AMd;

- Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ini. mendengarkan

keterangan Para Pihak dan Saksi, serta Berita Acara Pemeriksaanan dalam perkara

ini;
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,TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Juli

2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pcngadilan 1'ata Usaha Negara

Semarang, pada tanggal 14 Juli 2014 dengan register perkara Nomor : 058/Gl20l4/

PTUN-SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Septenrber' 2014, dengan

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN ;

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek segketa dalam gugatan

ini adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor:

5 9/Kpts/KPU-K ab-012.32933612014 tentang Penctapan Calon Terpilih Pengganti

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2014, tertanggal I Juli 2014;

B. DASAR DAN ALASA]\ GUGATAN;

1. Bahwa pada tanggal I Juli 2014, Penggugat selaku Caleg 1'erpilih dari Partai

GERINDRA Nomor Urut 9 Dapil Pemalang 5. berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Pemalang Nomor: 45lKpts/KPU-Kab-012329336/2014 tentang

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon

Anggota Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pemalang Pemilu Tahun 2014, telah menerima Surat Keputusan Kabupaten

Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU -Kab-012.329336/20 I 4 tentang Penetapan Calon

Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal I Juli 2014 yang

diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat, dan penggugat mendaflarkan

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 luli 2014,

sehingga sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19g6, gugatan

ini masih dalam jangka waktu (90 hari) yang telarr ditetapkan dalam Undang-

k

Undang tersebut;
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Bahwa Pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh tsadan/Pejabat Tata Usaha

Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

peraturan, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata;-----

Bahwa dalam gugatan ini, Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat adalah Surat Keputusan Nomor 59/l(pts/KPU-Kab-0 I 2'3293361201 4'

tertanggal 1 Juli 2014 yang berisi tindakan hukum yang berupa Penetapan Calon

Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Sehingga Keputusan tersebut

bersifat konkrit berbentuk suatu penetapan bukan abstrak, juga bersifat

individual, karena keputusan hanya ditujukan kepada Penggugat dan kapada Sdr.

Sugeng, A.Md dan bersifat final, karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari

instansi lain untuk menerbitkan penetapan tersebut. Sehingga Surat Keputusan

dari Tergugat/KPU Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-

012.32933812014, tertanggal I Juli 2014 tersebut, merupakan Keputusan Tata

Negara, selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa, yang mana tata

terbitnya obyek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan

bagi Penggugat, yaitu Penggugat yang semula telah dinyatakan sebagai Calon

Terpilih menjadi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;--------

Bahwa awalnya, pada tanggal 5 Maret 2013, saat Penggugar sedang menjalani

hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pentalang atas vonis

pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dari Tergugat di Lapas pemalang tentang

PILEG 2014 dihadapan + ratusan orang saksi tennasuk para narapidana di Lapas

J.

1.

Pemalang;
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5.

7.

Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihal dirinya

dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkena ancaman hukuman Pasal

3 Undang-Undang Tipikor bisa mengkuti proses pencalegan. Pada saat itu pihak

Tergugat dengan tegas menjawab 'bisa'. Bahwa kernudian Penggugat

menanyakan hal tersebut sekali lagi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pemalang lainnya, Penggugat juga mendapat jawaban yang sama;----

Bahwa atas dasar keterangan-keterangan dari Tergugat pada acara sosialisasi

PILEG 2014 tersebut. Kemudian Penggugat mengurus syarat-syarat untuk

pencalegan, sebagiamana disyaratkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah data-data dan dokumen

Penggugat lengkap, pada tanggal 17 April 2013, Partai GERINDRA (Gerakan

Indonesia Raya) Kabupaten Pemalang, mendaftarkan para Caleg termasuk

Penggugat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang. Selanjutnya pada

saat Tergugat melakukan sosialisasi lagi khusus di Kantor DPC Partai Cerindra

Kabupaten Pemalang, dihadapan 50 orang Kader Caleg dari Partai Gerindra,

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang menanyakan kembali apakah

Kader Caleg dari Partai Gerindra yang sudah mengirimkan syarat-syarat dan

dilakukan verifikasi apakah sudah memenuhi syarat semua, dijawab Tergugat

dengan tegas, 'bisa' bahkan berani menyatakan "Potong tangan saya kalau

sampai Bapak tidak bisa dilantik". Atas dasar tersebut, Penggugat kemudian

meneruskan dan mengikuti proses pencalegan berikutnya;----

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat, baik pada saat di Lembaga

Pemasyarakatan Pemalang maupun di Kantor DpC partai Gerindra Kabupaten

Pemalang tersebut, adalah dalam rangka menjalankan tugas melakukan

sosialisasi Pemilihan Legislatif 2014, sebagainrana diatur dalam pasal 10 ayat I

huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201| : Tugos tktn tcvenong Kp[J

Kabupaten/Kota dalam penyelenggoraan pamilu Anggora Detvan pentakilan

RalEat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Devan pent'akiran Rakyat Daerah

Ilalonan 5 luri 56IIut pcrturo No b. :LSt/Cn\ t j/pfUX.S-g f,g



8.

meliputi menyelenggarakan sosialisosi penyelenggsraan Pcnilu dan atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabnpaten/Kola kepada

masyaral<at. Sehingga Penggugat percaya dan meyakini kebenaran semua

keterangan dari Tergugat yang diberikan pada saat sosialisasi lcrse but;---------

Bahwa setelah data-data dan dokumen untuk syarat pencalegan Penggugat

dikirim oleh Partai Gerindra Kabupaten Pemalang ke Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pemalang, maka sesuai Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2012, Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemalang;----------

Bahwa sesuai dengan Pasal 62 ayat (l), (4), (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012, Bakal Calon yang lulus verifikasi akan disusun dalam Daftar Calon

Sementara oleh Tergugat. Daftar Calon Sementara tersebut, kemudian

diumumkan oleh Tergugat sekurang-kurangnya di I (satu) media massa cetak

harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak

harian dan elektronik daerah, serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima)

hari. Dalam hal ini, Tergugat telah mengumumkan dan memberitahukan Daftar

Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2014 pada

9.

tanggal 26-30 Jtmi 2013;

10. Bahwa atas pengumuman Daftar Calon Sementara, yang salah satunya memuat

nama Penggugat tersebut, selama 10 (sepuluh) hari temyata tidak ada yang

mengajukan Protes/I(eberatan/Tanggapan/Nlasukan dari masyarakat maupun

kepada Tergugat. Hingga proses berikutnya berlanjut, hingga terbit Surat

Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 4SlKptsdKPU-Kab-

01232933612014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik

serta Penetapan Calon Anggota Terpilih, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pemalang Pemilu Tahun 2014, pada ranggal t2 Mei 2014 dan

diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal l3 Mei 2014, sebagaimana gurat

Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DpRD Kabupaten pemalang dari
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KPU Kabupaten Pemalang Nomor 234/KPU -Kab-) 12.329336/ Y 1201 4, tanggal

13 Mei 2014;

11. Bahwa namun pada tanggal I Juli 2014, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan

Nomor 59/I(pts/KPU-Kab-012.32933612014, tertanggal I Juli 2014 (obyek

sengketa). Yang mana dalam salah satu pertirnbangannya menyebutkan alasan

terbitnya obyek sengketa adalah adanya Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Pemalang, yang berdasar pada Laporan Dugaan Pemalsuan

DokumenatauPenggunaanDokumenPalsuPersyaratanAdrninistrasiBakal

calon dan/atau calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, tertanggal l4 Mei

2014 dari Kuasa Hukum Sdr. Sugeng, A.Md selaku Pelapor;--------

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2012, tanggapan, masukan, keberatan dari masyarakat terhadap Penggugat

dilakukan pada saat pengumuman Daftar Calon Sementara, yaitu paling lambat

tanggal 10 Juli 2013, bukan tanggat 14 Mei 2014. apalagi sebagai Pelapor adalah

Kader/Caleg dari partai yang sama, )'aitu dari I'artai Clerakan lndonesia Raya

Kabupaten Pemalang urutan kedua, yang mengetahui persis status Penggugat

sejak awal, mengapa Pelapor (Sdr. Sugeng, A.Md) baru membuat laporan setelah

Penggugat dinyatakan sebagai Calon Legislatif Terpilih?;--------

13. Bahwa adanya laporan dari masyarakat tertanggal 14 Mei 2014 kepada Panwaslu

Kabupaten Pemalang yang dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan obyek

sengketa tersebut, dengan demikian telah keliru dan rnelanggar ketentuan Pasal

62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi "Masukan dan tanggapan dari

masyarakat disampaikan kepada KPU KabupatenKota paling lama 10 (sepuluh)

hari sejak Daftar Calon Sementara diumumkan";--

14. Bahwa Penggugat juga tidak pemah melakukan pemalsuan dokumen atau

penggunaan dokumen palsu persyaratan administrasi Bakal Calon dan atau Calon

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, sebagaimana dilaporkan oleh Sdr.

Sugeng, A.Md. Karena status tahanan penggugat sejak awal sudah
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dikonsultasikan dan diketahui oleh Tergugat, Penggugat juga bukan pelaku

kejahatan yang berulang-ulang, tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang

disembunyikan maupun ditutup-tutupi tentang status Penggugat dan tidak ada

proses hukum terhadap laporan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sehantsnya laporan tersebut tidak

ditanggapi dan tidak bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk

menerbitkan obyek sengketa;

15. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek

sengketa yang mendasarkan pada hasil klarifikasi Salinan Putusan Pengadilan

Negeri Pemalang Perkara Pidana Nomor 202/Pid.Sus/2010/PN'Pml tanggal l3

April 2011, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

216lPid.Sus/201l/?T.Smg tanggal l Agustus 20ll dan Salinan Putusan

MahkamahAgungNomorZ2ggVPid.Susl20lltanggal2lFebruari2012atas

nama Penggugat, mengapa baru dilakukan Tergugat setelah Penggugat

ditetapkan sebagai calon Legislatif Terpilih 2014. Bukankah sejak awal, sejak

sosialisasi Pileg 2014 di LAPAS Pemalang, jauh sebeltrnr proses pencalegan

dimulai, Tergugat sudah mengetahui tentang status Pellggugat' bahkan Tergugat

sudah mengetahui tentang status Penggugat. bahkan Tergugat selalu

menyakinkan kepada Penggugat, bahwa walau status Penggugat sebagai tahanan'

Penggugat tetap bisa mengikuti pencalegan. Penggugat pun sudah dinyatakan

Lolos vcrifikasi, semua data dan dokumen sudah diperiksa dan diteliti

kelengkapan dan kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal

53Undang.UndangNomor8Tahun2012dandalarnPeraturanKomisi

PemilihanUmumNomorTTahun2013,l'asal(1)angka26:"Verifikasi

kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR. DPRD Propinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebcnaran dan keabsahan

pemenuhanpersyaratanpengajuanbakalcalonsertakebenarandankeabsahan

pemenuhanpersyaratanbakalcalonanggotaDPR,DPRDPropinsidanDPRD

Kabupaten/I(ota dilakukan oleh KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

't
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16. Bahwa karena Penggugat sudah dinyatakan Lolos verifikasi hingga ditetapkan

sebagai Calon Terpilih, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten

Pemalang Nomor 45/l(pts/KPU-Kab-01232933612014 tentang Penetapan

perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan calon Anggota

TerpilihAnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenPemalang

Pemilu Tahun 2O|4, maka penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan

peratuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 53

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat digunakan sebagai

alasan untuk mengajukan gugatan, Pasal 53 (2) huruf a Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2004 berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat itu bertentangan dengan peraturan-undangan yang berlaku;-----

17. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang

mendasarkan pada adanya laporan dari masyarakat, setelah Penggugat

dinyatakan sebagai calon Terpilih adatah keliru dan cacat )uridis didalam

penerbitannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umtttn Anggota DPR, DPD' dan

DPRD,sebagaimanatelahteruraidiatasdanjugaYurisprudensiMahkamah

AgungRepubliklndonesiaNo'111I(TI.]N/2000tentangkekeliruandalam

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;--------

1g. Bahwa karena apa yang dilakukan oleh Penggugat juga sudah sesuai prosedur

yang benar dan sesuai dengan petunjuk Tergugat. bahkan tclah Inengikuti sernua

tahapandalamPILEG2014hinggadinyatakansebagaiCalegTerpilih.Maka

Tergugat selaku penyelenggara pernilu' dalanr hal ini tclah nrclanggar Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 2 tentang asas penyelenggara pemilu' yang

berbunyi:

Penyelenggara pemilu berpedoman pada asas;

a. mandiri;
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b. jujur;

c. adil;

d. tertib;

e. kepastian hukum;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisien;

I. efektivitas;

19. Bahwa Tergugat juga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2013, Pasal 2: KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota

berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu:--

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. tertib;

e. kepastian hukum;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisien;

l. efektivitas;

20. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara pemilu telah terbukti tidak berpedoman

pada Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas, karena Penggugat yang

telah lolos verifikasi dan diumumkan oleh Tergugat dalarn Daftar Calon
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Sementara, kemudian dinyatakan dan diumumkan dalam Daftar Calon Terpilih'

tapi kemudian oleh Tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan

adanya pelanggaran administrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi

administrasi, verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi

administrasi yang secara detail telah memeriksa dan meneliti kebenaran, serta

kelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;

21. Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang "Penggugat yang berstatus

tahananbolehmengajukanpencalegan,walauterlibattindalipidanakorupsi

Pasal3Undang-UndangTipikor',,temyatadisangkalserrdiriolehTergugat.

Padahal Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu' sesuai keahliannya' harusnya

setiap informasi dan keterangan yang disampaikan kepada masyarakat dapat

dipercaya dan konsisten, serta dapat dipertanggung-j awabkan' apalagi

dilaksanakan pada saat bertugas melaksanakan Sosialisasi PILEG 2014' Hal ini

membuktikan Tergugat melanggar Asas Proporsionalitas dan Asas

Profesionalitas;

22. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara juga bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik. Pengertian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 yaitu meliputi asas: 1. Asas kepastian hukum adalah asas yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.2. Asas tertib penyelenggaraan

negara adalah asas yang merrjadi tandasan keteraturan, keserasian dan

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan

umum adalah asas yang merrdahulukan kesejahteraan umum, dengan cara

aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4. Asas keterbukaan adalah membuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelengaraan negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara' 5' Asas

proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban penyelenggara negara. 6. Asas profesionalitas adalah asas yang
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mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara

harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara;

23. Bahwa dengan Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Caleg Terpilih,

berarti Penggugat sudah terbukti lolos verifikasi, hingga Tergugat menerbitkan

obyei< sengketa, bila kemudian Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi

syarat, karena melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus diganti oleh

Caleg yang lain, merupakan bukti bahwa Tergugat tidak menjalankan asas-asas

umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Akuntabilitas' karena kegiatan

sosialisasi Pileg 2014 yang dilakukan di Lapas Pemalang maupun di Kantor

DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, dan kegiatan melakukan verihkasi

tidak dapat dipertanggung-jawabkan, serta telah merugikan Penggugat.

Pelanggaran administrasi yang dimaksud Tergugat dalanr alasan obyek sengketa,

merupakan materi yang ada pada tahapan verifikasi. sehingga alasan tersebut

tidak bisa dibenarkan dan menjadi bagian tanggung jawab serta resiko dari

Tergugat;

24. Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat juga be(entangan dengan Asas

Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, karena Tergugat' sesuai Pasal 58

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sudah rnelakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan adrninistrasi Pcnggugat. Asas

ini menghendaki agar pemerintah, dalam hal ini l'crgugat. bertindak hati-hati dan

cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehigga tidak menimbulkan

kerugian bagi warga negara/Penggugat. Asas Keccrnratan nlellsyaratkan agar

badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan meneliti scmua fakta yang

relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam

pertimbangannya. Karena kalau dari awal Tergugat meyakinkan Penggugat

bahwa Penggugat tidak bisa mencalegkan diri, pasti Penggugat tidak akan
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mencalegkan dirinya dalam PILEG 2014. Bahwa sedangkan Hasil Klarifikasi

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Perkara Pidana Nomor:

202lpid.Sus/2010/PN.Pml tanggal 13 April 201 1, Salinan Putusan Pengadilan

Tinggi Semarang Nomor 216l Pid.Sus/ 2011.PT'Smg tanggal I Agustus 2011'

dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2299K,/Pid.Sus/201 l tanggal 2l

Februari 2012, atas nama Penggugat yang juga dijadikan Tergugat sebagai salah

satupertimbanganditerbitkannyakeputusanobyeksengketaadalahalasanyang

dicaricari dan juga bukti ceroboh, tidak cermat dan tidak telitinya Tergugat'

karena dari awal, bahkan jauh dari proses pencalegan terjadi, Tergugat sudah

mengetahui status Penggugat, bahkan pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh

Tergugat di Lapas Pemalang, Penggugat masih berada di Lapas Pemalang'

Tergugat justru mendorong Penggugat, agar Penggugat mengikuti PILEG 2014'

bagaimana sekarang seolah Tergugat baru mengetahui tentang status Penggugat

dari hasil klarifikasi tersebut?;

25. Bahwa sehingga dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar asas-asas

umum pemerintahan yang baik, sebagimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2)

huruf b Undang.Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu Asas Proporsionalitas, Asas

Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Tidak Cermat;-

26. Bahwa atas terbitnya obyek sengketa tersebut, Penggugat jelas-jelas sangat

keberatan dan sangat dirugikan. Dengan Surat Kepulusan dari Tergugat yang

menyatakanPengugatsebagaiCalegTerpilihpadaPileg2014,berartitelah

timbulhakdankewajibanbagiPenggugatsebagaiCalegTerpilih,namundengan

terbitnya obyek sengketa' yang mana Penggugat dinyatakan tidak memenuhi

Syarat dan diganti oleh Sdr. Sugeng, A.Md., bera(i l)enggugat telah kehilangan

hak dan kewajiban sebagai Caleg Terpilih dalam Pileg 201'l' Penggugat juga

merasadirugikankarenatelahkehillanganbanl,akrvaktu,terragadanbiayayang

tidak sedikit, semua sudah Penggugat curahkan seluruhnl'a untuk pencalegan

diri Penggugat, sungguh suatu perjuangan yang tidak mudah dan tidak bisa di

rendahkan dan dihapus begitu saja, rasa Iralu. harga diri. nama baik serta
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martabat Penggugat beserta keluarga sangat dipertaruhkan dan bahkan tidak bisa

dinilai dengan uang. Karena sejak awal proses pencalegan' tidak ada yang

ditutupi perihal status Penggugat sebagai tahanan' dan tidak ada dokumen yang

dipalsukan, semua dari awal sudah dikelahui oleh Tergugat' Oleh karenanya

tindakan Tergugat dari menetapkan sebagai Caleg Terpilih Pileg 2014' menjadi

Caleg tidak memenuhi syarat (menerbitkan obyek sengketa)' telah terbukti

merugikan Penggugat, sehingga sesuai Pasal 53 ayat (l) Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentangPeradilanTataUsahaNegara,beralasanlahkiranyabilaPenggugat

memohon agar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor 59/KptVKPtJ -Kab-012.329336/201 4, tertanggal 1 Juli 20 I 4' tentang

Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KabupatenPemalangHasilPemilihanUmumTahun20l4,dinyatakanbataldan

tidak sah. Dan memohon agar Tergugat mencabut Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59'4(pts/KPU-Kab-

012.32933612014, tertanggal 1 Juli 2014, tentang Penetapan Calon Terpilih

Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;----------

C. MOHON PENLINDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

TERGUGAT, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

PemalangNomor5g/Kpts/KPU.Kab.0l2.32933612014,tertanggallJuli20l4,

tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;-----------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Penggugat dapat

mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu

ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan'

sampai ada putusan pengadilan yang memperolch kekuatan hukum tetap";---
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2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang/\4ajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kiranya

berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat/obyek sengketa,

dengan alasan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan

kepentingan Penggugat yang akan dirugikan, bila Keputusan Tergugat tetap

dilaksanakan;-

3. Bahwa apabila Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, maka Penggugat

akan sangat dirugikan, karena hak Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota

DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenPemalangHasilPemilihan

Umum Tahun 2014, menjadi gugur, karena telah digantikan oleh

Penggantinya yaitu Sdr. Sugeng, A'Md., Nonror Urut I (satu) pada Daflar

Calon Tetap sebagai Calon Pengganti. Bahrva karena Keputusan obyek

sengketa menyangkut antara Penggugat dengan Penggantinya yaitu Sdr'

Sugeng, A.Md., sehingga tidak ada kepentingan umum yang terganggu

apabila Surat Keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannyai---------

4. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, maka akibatnya

kemudian adalah Penggugat tidak dapat mengikuti Pelantikan Anggota

DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenPemalangHasilPemilihan

Umum Tahun 2014, yarrg sedianya akan dilaksanakan pada sekitar bulan

September. Padahal berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang

Nomor45/Kptsn/KPU.Kab-012.32933612014tentangPenetapanPerolehan

Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota Terpilih

Anggota Dewaa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilu

Tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD

Kabupaten Pemalang Nomor 234lKPU-Kab-012.329336N 12014 tanggal 13

Mei 2014, Penggugat sudah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota

DPRD Kabupaten Pemalang 2014;----------

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3), (4)

Undang.UndangNomor5Tahunlg36tentangPeradilanTataUsahaNegara,'mqkx
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Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan obyek sengketa

ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai

ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan mohon agar

dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;-------

Dan berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-

bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya' dengan Asas Kepatutan

maupun perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Yth' Ketua

PengadilanTataUsahaNegaraSemarangc.qKetua/MajelisHakimPemeriksaPerkara

iniberkenanmemeriksa,mengadili,menjatuhkanputusansebagaiberikut;--------

1 . Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan

UmumKabupatenPemalangNomor5g/Kpts/KPU-Kab-012.32933612014,

tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014' tertanggal I

Juli 2014;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/lGU-Kab-

012.32933612014, tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan

PerwakilanRakyatDaerahKabupatenPemalangHasitPemilihanUmumTahun

2014, tertanggal 1 Juli 2014;----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusatr Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2014' tentang

Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dervan Peruakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 20 14, tertanggal I Juli

2014;------

3. Mewajibkan Tergugat unhtk mencabut Surat Keputusan Kornisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pemalang Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012'32933612014'

tentang Penetapan calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

:lulanut, 16.loti 56 Hot Pukoru Not,tot :05UGn0fl/PfUN.Sng 63



DaerahKabupatenPemalangHasilPemilihanUmumTahun20l4,tertanggall

Juli 2014;----

4.MenghukumTergugatmembayarbiayaperkarayangtimbuldalamgugatanini;--

Menimbang,bahwaatasgugatanPenggugattersebut,Tcrgugattelahmengajukan

Jawaban tertanggal 1 8 Septembe r 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut:-

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap

hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU-

Kab-0l2.32g336l20l4,tentangPenetapanCalonTerpilihPenggantiAnggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2014;---

Bahwa tidak benar dalit Penggugat pada angka 4, 5, 6, dan 7 gugatan yang

menggiring opini seolah-olah Tergugat secara khusus telah memberi perhatian

dan dukungan kepada Penggugat sejak dari sosialisasi sampai dengan penetapan

sebagai Calon Terpilih. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2012 jelas disebutkan Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR,

DpRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Ketentuan

tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

yang menegaskan Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon

anggotaDPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/KotaSelanjutnyaDaftar

Bakal calon disusun dan ditetapkan oleh pengurus Partai Politik, sesuai

tingkatannya, dan diajukan oleh Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum

Sesuaitingkatannya'(videPasal53Undang-UndangNotlor8Tahun2012);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tidak ada hubungan antara

Tergugat dan Penggugat, tetapi Tergugat hanya bcrkomunikasi dengan partai

politik peserta pemilu, yaitu DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai

Gerindra)KabupatenPemalang,baikmelaluiPimpinanPartaiPolitikdanatau

Petugas Penghubung yang ditunjuk oleh Pimpinan Partai I'olitikl---

2.

J.
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4. Bahwa tidak benar pada tanggal 5 Maret 2013 dalam kegiatan sosialisasi di

Lembaga Pemasyarakatan, Tergugat menyampaikan materi sosialisasi mengenai

pencalonanrrntukPemilu20l4.BahwakegiatansosialisasidiLembaga

Pemasyarakatan tersebut diselenggarakan untuk menyatnpaikan tata cara

pencoblosan dalam Pemilu Gubernur dan wakil Gttbcrnur Jawa tengah Tahun

2Ol3,yangakandilaksanakanpadatanggal26Mei20l3.Bahwatidakbenar

dalam kegiatan tersebut terjadi tanya jawab antara Tergugat dan Penggugat

terkait pencalonan, karena konteks kegiatan adalah untuk Pilgub Jateng Tahun

2013. Bahwa sesuai penjelasan Tergugat pada angka 3 diatas' pencalonan

merupakanwilayahpartaipolitikpesertapemilu,makakegiatansosialisasi

mengenaitatacarapencalonandilaksanakanolehTergugatkepadaPartaiPolitik;

Bahwa dalam sosialisasi kepada partai politik, telah disarnpaikan syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif. Dan karena pencalonan

serta penetapan daftar calon merupakatl kewenangan dari partai politik, maka

sesuai ketentuan Undang-undang, partai politik harus menyeleksi setiap calon

dan setelah disusun dalam daftar calon, beserta berkas persyaratan diajukan

kepada Tergugat i----------

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 tidak benar dan menyesatkan. Bahwa KPU

Kabupaten Pemalang hadir di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang

pada tanggal 18 oktober 2013 untuk menyampaikan sosialisasi dan penjelasan

terkait pelaporan dana kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014, tidak membahas

perihal pencalonan. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Norrtor 07 Tahun 2012

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilhan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pada tanggal 23 s/d 25 Agustus

2013, Tergugat telah menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Tetap'

sehingga tidak relevan dan tidak sesuai tahapan jika kedatangan Tergugat adalah

untuk menjelaskan terkait pencalonan anggota legislatil-------

6. Bahwa Tergugat membantah tudingan Penggugat dan hal tersebut jelas mengada-

ada dan tidak sesuai fakta. Bahwa tidak mungkin Tergugat menyatakan " potong
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tangan saya kalau Bapak tidak bisa dilantik". Apakah Penggugat juga bermaksud

menuduh Tergugat bisa mengatur perolehan suara, sehingga Penggugat pasti

terpilih dan dilantik?. Dan kemudian karena itu melanjutkan proses pencalegan?

Bahwa terpilih dan tidaknya seseorang calon anggota legislatif tergantung pada

perolehan suara dan tidak seorang penyclenggara pcnlilu pun yang dapat

menjanj ikan atau memastikan;-----

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7, karena kegiatan sosialisasi

yang dilaksanakan oleh Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan pencalonan

anggota legislatif. Bahwa dalam proses pencalonan anggota DPRD' Tergugat

tidak berhubungan dengan para calon, tetapi dengan partai politik' Mengenai

siapayangakandicalonkan,bagaimanaprosesseleksi'prosesmelengkapiberkas

dan mengajukan kepada KPU adalah wewenang partai politik;-

8. Bahwa quadnon andai benar dalil Penggugat scbagaintana angka 4, 5, 6 dan 7'

dan temyata apa yatg disampaikan 'lergugat terscbut tclah tidak sesuai atau

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dengan sendirinya

bisa menjadi dasar legitimasi seorang calon legislatif yang sebenarnya tidak

memenuhi syarat bisa dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya bisa dilantik

sebagai anggota legislatif, adalah suatu pendapat yang tidak bersesuaian dengan

hukum. Hal ini sebagaimana prinsip hukum "seseorang tidak boleh mengambil

keuntungan dari kesalahan orang lain". Apalagi faktanya dalil Penggugat adalah

tidak benar;-----

9. Bahwa benar Partai Gerindra Kabupaten Pemalang mengajukan Penggugat

sebagai Calon Anggota Legislatif untuk Daerah Pemililran Pemalang 5, dengan

nomor urut 9 (sembilan);-----

10. Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi, terhadap berkas yang

diserahkan oleh partai politik, maka berkas yang diajukan oleh Ketua dan

Seketaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang dinyatakan telah lengkap

dan memenuhi syarat pengajuan calon dan persyaratan bakal calon' serta

diketahuidanditandatanganiolehKetuadanSekretarisDPCPartaiGerindra
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Kabupaten Pemalang dengan menggunakan formulir pencalonan sesuai dengan

Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten//Kota, sebagaimana diubah menjadi Peraturan

KPll Nomor 13 Tahun 2013;

11. Bahwa dalam kegiatan verifikasi

pengajuan calon dan Persyaratan

terhadap kelengkapan dan

bakal calon, diawasi oleh

keabsahan syarat

Pengawas Pemilu

Kabupaten Pemalang;

12. Bahwa berkas persyaratan administrasi Bakal Calon atas nama Penggugat yang

diajukan oleh Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, telah lengkap dan disusun

menggunakan formulir sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 07 tahun

2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota. Setiap formulir pencalonan ditandatangani oleh Penggugat'

dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten

Pemalang. Bahwa salah satu fonnulir yang diserahkan dan memenuhi

persyaratan administrasi adalah formulir Model BB- I 1'ang pada pokoknya

Penggugat menyatakan tidak pemah dijatuhi hukuman pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap'

karena melakukan tinadak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih;-----------

13. Bahwa dengan adanya Surat Pemyataan tersebut' maka sudah cukup untuk

memenuhi syarat (MS) sebagaimana ditentukan dalam l'asal 5l ayat (l) huruf g

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 lentang Penrilu Anggota DPR' DPD dan

DPRD, yaitu ketentuan bahwa Bakal caleg harus mentcnuhi persyaratan "tidak

pernah dijatuhi pidana penjara bedasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang

diancamdenganpidanapenjara5(lima)tahunataulebih''.Ketentuandalam

Pasal 51 ayal Q) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 selanjutnya

mengatur bahwa kelengkapan administratif bakal calon yang diajukan oleh partai

politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan "surat
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pemyataan diatas meterai, bagi Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi' DPRD

Kabupeten/I(ota yang tidak pemah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima)

tahun atau lebih, atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon

yang pemah dijatuhi pidana";------

14. Bahwa benar, terhadap berkas pencalonan yang telah dinyatakan lengkap dan

memenuhi syarat administrasi, selanjutr:ya diumumkan selama 5 (lima) hari dari

tanggal 13 s/d 17 Juni 2013 untuk mendapatkan masukan masyarakat selama 14

hari, mulai tanggal 14 s/d 27 J:urrli 2013;--

15. Bahwa temyata sampai dengan berakhimya masa untuk memberikan masukan'

tidak terdapat masukan terhadap pencalonan dari Penggugat, sehingga proses

pencalonan dilanju&an hingga penetapan calon tetap dalam Daftar calon Tetap

( DCT);-----

16. Bahwa tatacara verifikasi terhadap berkas pencalonan teiah dilaksanakan oleh

Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diberlakukan sama terhadap

semua partai politik peserta pemilu, secara cermat, profesional, proporsional dan

menjamin akuntabilitas, karena diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu,

diumumkan dan diberitahukan hasilnya kepada Peserta Pemilu;-

17. Bahwa dengan telah ditetapkan dan diumumkannya Bakal calon Anggota

DPRD dalam Daftar calOn Tetap, maka seluruh proses pencalonan telah selesai

clan dilanjutkan untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan kampanye' pemungutan

suara,rekapitulasi,penetapancalonterpilihsampaidenganpelantikancalon

terpilih;

18. Bahwa Penggugat telah keliru memahami kegiatan pada sctitp tahapan' Bahwa

memang benar untuk tahapan pencalonan, masyarakat dapat memberi masukan

terhadappersyaratanbakalcalonselama14(empatbelas)hari,mulaidari

tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan t anggal27 Juni 2013 (bukan tanggal l0 Juli

2013 sebagaimana dalil Penggugat);----------------

19. Bahwa pada tahapan penetapan calon terpilih' dimungkinkan seorang calon

anggota legislatif yang telah ditetapkan dalam dafiar calon tetap dinyatakan
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Tidak Memenuhi Syarat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 220 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mengatur penggantian calon terpilih anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupatc Kota dilakukan apabila calon

terpilih yang bersangkutan;

Meninggal dunia;

Mengundurkan diri;

c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

atau DPRD Kabupaten/l(ota atau;--------------

d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa poitik uang atau pemalsuan

dokumen,berdasarkanputusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuatan

hukum tetap;---

20. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat untuk membatalkan terpilihnya

penggugat dan menetapkan calon Terpilih Pengganti tidak melanggar ketentuan

dalamPasal62ayat(5)Undang.UndangNomorSTahun2012,karenaberada

pada tahapan yang berbeda. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, proses

pendaftaran calon, verifikasi, pengumuman sampai dengan penetapan Daftar

calon Tetap, telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan dan tidak

melanggar asas penyelenggara pemilu maupun asas-asas umum pemerintahan

yang baik. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Penggugat pada angka 16, 17'

1 8, 19, 20, telah terbantahkan;---

21. Bahwa Tergugat bertindak sesuai berkas pencalonan yang diterima dari partai

politik dan memperhatikan masukan masyarakat. Faktanya, secara administratif

penggugat telah menyerahkan Formulir Model BB-l yang menyatakan tidak

pemahdipidanapenjara,dansetelahdiunlurnkantidakadamasukan

masyarakat;

2l.Bahwatidak benar Tergugat menyangkal sendiri stalus Penggugat yang pemah

dipidana penjara, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2 l Bahrva sekali lagi

Tergugat menegaskan tidak berhubungan dengan masing-lnasing calon anggota

legislatif. Tergugat bertindak secara Profesional dan Proporsional' dengan hanya

a.

b.
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berhubungan dan menerima berkas pengajuan pencalonan dan berkas persyaratan

calon dari partai politik, melalui pimpinan dan atau petugas yang ditunjuk secara

terlulis;

Bahwa Penggugat hanya mengalihkan isu dan menlbangun opini untuk

menunjukkan seolah-olah Tergugat tidak konsisterl dau membcrikan sosialisasi

yang tidak benar, sehingga Penggugat berani mendaftar melalui Partai Gerindra'

Bahwa faktanya, Penggugat menyerahkan Forurulir BB-l yang berisi pemyataan

tidak pemah dipidana penjara dengan ancanlan lebih dari 5 (lima) tahun'

sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat;

Bahwa temyata kemudian berdasarkan laporan masyarakat dan kajian dari

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang' sebagaimana tertuang dalam

Surat Nomor: 94lPanwaslu-Pm lllIll2ol4, terbukti Penggugat pemah dipidana

penjara dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun' sehingga sesuai dengan

ketentuan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012'

Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Penetaparr Penggugat

sebagai Calon Terpilih batal demi hukum;----

23. Bahwa selanjutr:ya sesuai dengan ketentuan Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 20i2, Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)

digantilGUdengancalondariDaftarCalonTetapPartaiPolitikpesertapemilu

yang sama di daerah pemilihan tersebut, berdasarkan urutan suara terbanyak

berikutnya. Berdasarkan data pada Daftar Calon Tetap dan memperhatikan

rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Pemalang menetapkan

Sugeng, A.Md sebagai Calon Pengganti;

24. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 22, 23' 24' 25' 26 temyata hanya

membahas mengenai terbitnya Keputusan Tergugat yang telah menetapkan

Penggugat sebagai Calon Anggota Legislatif sampai dengan ditetapkan sebagai

Calon Terpilih, Penggugat tidak menguraikan asas-asas mana yang telah

dilanggar oleh Tergugat ketika menerbitkan Keputusan yang menjadi Obyek

Sengketa ;
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25. Bahwa Tergugat telah bertindak Profesional, Proposional' Cermat dan Akuntabel

dalam menerbitkan obyek sengketa, dengan melakukan konsultasi kepada KPU

dan KPU Provinsi, melakukan klarifikasi dan memastikan kebenaran putusan

pidana terhadap Penggugat kepada lembaga yang mengeluarkan putusan'

memperhatikan rekomendasi Panitia Pengawas Pernilu Kabupaten Pemalang'

baru kemudian melaksanakan rapat pleno dan memutuskan penggantian calon

Terpilih;

PERMOHONAN PENUNDAAN;

26. Bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat telah

dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Semarang, melalui

Penetapan Nomor : 05 8/Pen/TtlN/2014/ PTUN'Smg' tanggal 7 Agustus 2014 ;-

27 .Bahwakeadaan yang menjadi alasan permohonan penundaan telah terjadi' yaitu

dengan telah terlaksananya pelantikan Anggota DPRD Kabupeten Pemalang

pada tanggal 6 September 201 4:----------

28. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang

Nomor:59/Kpts/IGU.Kab-012.329336120:14'tentangPenetapanCalonTerpilih

Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik' maka

sudah sepatutnya penetapan penundaan tersebut untuk dicabut;---

Bahwaberdasarkanuraiantersebutdiatas,makaTergugattelahmelaksanakantindakan

sesuai peraturan perundang-undangan dan bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, maupun Asas Penyelenggara Pemilu;----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

TataUsahaNegarayangmemeriksaperkaraaqlomemberikanputuSan:.-.........-..---.

DALAM PENUNDAAN;

1 . Menyatakan Penundaan tidak beralasan;

2. Mencabut PenetaPan Penundaan;

DAIAN{ POKOK PERKARA:
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1.

2.

Menolak gugalan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena

perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi

telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 oktober 2014, yang isi selengkapnya sebagai
-.:

berikut:

1.

3.

Bahwa sal'a adalah Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pulosari, yang

mendaftar lewat partai saya, untuk menjadi Caleg Partai Gerindra;

2. Bahwa saya mendapatkan penjelasan/sosialisasi, informasi tentang Tahapan dan

persyaratan Pemilu Legislatif adalah dari Pengurus DPC Partai Gerindra

Kabupaten Pemalang, baik metalui rapat, tatap muka, sural' sms, telephone

maupun sekedar pengumuman yang ditempel di Kantor DPC;

5.

Bahwa sesuai dengan syarat-syarat pencalegan, semua saya lengkapi sesuai

dengan petunjuk DPC Partai Gerindra, tennasuk Formulir BB, BB-1 dan

seterusnya, DPC kemudian melakukan pengecekan kelengkapan secara faktual

tentang keaslian dan kebenaran dari syarat-syarat yang diminta, seperti Ijazah

saya apakah asli atau palsu, Akta Kelahiran asli atau palsu, dan seterusnya, dan

ketika syarat-syarat dianggap telah lengkap oleh DPC, maka akhirnya nama

Caleg-caleg Partai Gerindra dikirim oleh DPC ke KPU Kabupaten Pemalang----

Bahwa saya memang tidak pemah berhubungan langsung dengan KPU

Kabupaten Pemalang dalam mengurus pencalegan, bahkan sarnpai DCS' DCT'

Pelaksanaan PILEG, maupun rapat pcnetapan pcrolehan suara, saya hanya

mendapat informasinya dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang;-------

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2014, saya kedatangan 3 (tiga) orang

Tim Sukses saya, ke rumah saya, untuk menyampaikan pernrohonan maafnya'

karena temyata Rekapitulasi KPUD menunjukkan bah$'a sa1'a pada urutan ke-3

Daftar perolehan Suara terbanyak dari Partai cerindra Dapil 5 Kabupaten

Pemalang, mereka merasa menyesal karena hasil kerjanya tidak maksimal;----

4.
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6. Bahwa pada saat itu terdapat masukan dari Tim Sukses saya, atas nama Sdr'

Hamzah Samsuri, yang mengatakan "Mestinya Sdr' Tofik tidak bisa

mencalonkan diri sebagai calon Anggota Legislatil. karena pernah dihukum".

Maka saya menjawab "Memang kayaknya dia pernah dihukurn' tapi yang saya

dengar hanya 1 (satu) tahun penjara";

'7. Bahwa dua hari setelah itu, Sdr. Hamzah Samsuri kembali rnengatakan "Pak

Sugeng, A.Md., mestinya Pak Tofik tidak bisa nyalon, soalnya dia meskipun

dihukumltahun,tapiancamanhukumannyakayaknyalebihdari5tahun,,.

Kemudian saya jawab "Apa iya'" Dia membalas "Saya sudah tanyakan pada

adik saya (a.n. Kustoro) yang biasa browsing intemet, dia menemukan bahwa di

internet katanya Tofik di hukum karena melanggar Pasal 3 Undang-Undang

Tipikor, yang ancamannya adalah pidana seumur hidup atau 20 tahun' intinya

dia tidak berhak menjadi Anggota DPRD, Njenengan harus melapor pada

KPU", saya menjawab " Yang laporan sampeyan saja", dia mengatakan "Saya

kan tidak berkepentingan, baiknya Pak Sugeng yang melapor", saya menjawab

"Caranya laporan bagaimana, kepada siapa?", dia menjawab "Njenengan tanya

saja pada pengacara, yang tahu caranya";--------

Bahwa setelah itu saya betemu dengan Pengacara Sdr' Anggoro Adi Atmojo'

SH. dan memberikan kuasa kepadanya utnuk melapor kepada pihak terkait;----

Bahwa rangkaian kalimat pada angka 1-4 adalah menunjukkan bahwa seseorang

caleg memang tidak berhubungan dengan KPU, namun hanya berhubungan

dengan Partai, dalam hal ini, saya berhubungan dengan DPC Partai Gerindra'

Halinibenar,karenapesertapemilulegislatifadalahPartai'bukan

perseorangan;

10. Bahwa rangkaian kalimat pada angka 5-8 adalah menjadi kronologis' mengapa

laporan baru dilaksanakan setelah proses pemungutan suara;

l1.Bahwa saya sebagai warga negara yang baik, tentu akan menghormati putusan

pengadilan, dan sebagai Caleg insya Allah siap apabila ditunjuk sebagai Calon

8.

9.

r
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Terpilih Pengganti, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor:

5 9,4(pts/KPU-K ab -0 12.32933 6 120 | 4 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas. maka saya selaku Tergugat II

PTUN yang nrcmcriksa perkara a quo,Intervensi memohon kepada Majelis Hakim

agar memberikan Putusan;

Dalam Penundaan :

1. Menyatakan penundaan tidak beralasan;

2. Mencabut PenetaPan Penundaan;

Dalam Pokok Perkara;

1.

2.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnl'a:

Menghukum Penggugat untuk membayar bial'a perkara yang timbul akibat

perkara ini;---

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat ll Intervensi'

Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 9 Oktober 2014'

yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II

Intervensi serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatamya semula;------------------

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat

II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya, pada persidangan tanggal 16

Oktober 2Ol4 yarlg pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Replik Penggugat dan

menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya' Penggugat

telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermateraikan cukup serta

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat

bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut ;

1. P- 1 : Surat Keputusan Komisi Pemitihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012'329336/2014, tentang Penetapan

Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Fotokopi
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2. P-2

3. P-3

4. P-4

5. P-5

6. P-6

sesuai dengan aslinya

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:

058/PedTun/2014lPTLIN-SMG', tanggal 7 Agustus 2014, tentang

Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Korrisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-

012.32933612014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal I Juli 2014 (Fotokopi

dari fotokopi ) ;

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, tanggal 5 Mei

2013, perihal Undangan Rapat Koordinasi Pasca Penelitian Dokumen

Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Pemilu 2014

sebehun penyerahan kepada Partai l'olitik (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

234lIGU-Kab-0 12.329336N 12014, tanggal I 3

Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota

Pemalang Nomor:

Mei 2014, Perihal:

DPRD Kabupaten

Pemalang ( Fotokopi sesuai dengan aslinya)l

Berita Acara Nomor : 7 5IBAN 12013, tanggal 29 Mei 2013, tentang

Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten (Fotokopi dari fotokopi);

Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nonror: 170/83 Tahun 2014'

tanggal 4 September 2014, tentang Perubahan atas Keputusan

Gubemur Jawa Tengah Nomor: 170/75 Tahun 2014, tentang

Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Fotokopi

dari fotokopi, dengan stempel basah

Berita Acara Tanggal 6 September 2014, Perihal: Pengucapan

Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pemalang atas nama Tofik (Fotokopi sesuai dengan aslinya);------

7. P -7
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya' Tergugat juga

telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermateraikan cukup serta

telahdicocokkandenganaslinyaataufotokopinya,sehinggadapatdijadikanalatbukti

yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34 sebagai berikut:

1. 'l- I

2. T -2

3. T-3

4. T-4

5. T-5

6. T-6

Surat Keputusan Komisi Pernilihan Umurn Kabupatcn Pcmalang

Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-012.32933612014, tentang Penetapan

Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Fotokopi

sesuai dengan aslinYa);---------

Surat Kabar Radar Pemalang, Hari Senin, tanggal 8 April 2013,

tentang Pengumuman Nomor: I 53/lGU-Kab-O l2'32933611Y 12013'

Hal: Pendaftaran Bakal Calon (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pernalang, tertanggal 6

April 2013, Nomor: 153fl(PU-Kab-012.329336/lV/2013, tentang:

Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada

Pemilu 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);------

Surar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, tertanggal 29

Maret 2013, Nomor: 123lLIND/llV2Ol3, perihal: Undangan

Sosialisasi Pencalonan dan Pengisian Formulir Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2014 (Fotokopi

sesuai dengan aslinYa);--------

: Daftar Hadir di KPU Kabupaten Pemalang pada tanggal 30 Maret

2013, perihal: Sosialisasi Pencalonan dan Pengisian Formulir Bakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun

2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Tanda Terima dari KPU Kabupaten Petlalang' tertanggal 30 Maret

2013, perihal: 1 (satu) buah CD Fornrulir Pcncalonan Anggota

DPRD Kabupaten Pemalang pada Pernilu Tahun 2014 (Model-DB

11) (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
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7. T -7

8. T-8

9. T-9

10. T- 10 :

11. T-11 |

12. T -12

Tanda Bukti Pendaftaran dari KPU Kabupaten Pcnlalang, tertanggal

17 April 2013, perihal: Telah diterima dokunren pengajuan dan

persyaratan Bakat Calon dari Partai Gerindra. kelengkapan dokumen

pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Penlalang pada

Pemilu Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-------------

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten l)eutalatig, tertanSgal 7

Mei 2013, Nomor: 2l4A(PU-Kab-012.329336/lV/2013, Perihal:

Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencalonan

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

Tanda Bukti Pendaftaran dari KPU Kabupaten Pemalang, tertanggal

22 Mei 2013, Hal: Telah diterima dokumen pengajuan dan

persyaratan Bakal Calon dari Partai Gerindra, kelengkapan dokumen

pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada

Pemilu Tahun 2014(Fotokopi sesuai dengan aslinya);----------

Surat Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Partai Cerakan Indonesia

Raya, Kabupaten Pemalang, Ilomor: 019/DPC-GERINDRA/V/2013,

Hal: Surat Mandat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---------

Formulir Model BB-l atas nama Tofik, tertanggal 9 April 2013, yang

pada pokoknya berisi pemyataan Sdr. Tofik tidak pemah dijatuhi

hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Formulir Model BB-1 atas nama Sugeng, A.Md, tertanggal 9 April

2013, yang pada pokoknya berisi pernyataan Sdr. Sugeng, A'Md

tidak pemah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih (Fotokopi sesuai dengan aslinl a);-----------

Ilalo ts J0dari56Hat Pcrtoro ,\lutturt :05MC20),/PTUN.SI rg &



13.T-13:suratKomisiPemilihanUmumKabupatenPemalang'Tanggat12

Juni 2013, Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab-012'32933611Y12013'

Tentang: Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

Kabupaten Pemalang pada Pemilu 20'14 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

14.T-ll4:SuratKabarRadarTegal'I.lariSabtu'tanggall5Juni20l3'Tentang:

Pengumuman Daftar Sementara Anggota DPI{D Kabupaten

Pemalang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. T -15 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor: 78/I$tslKPU-Kab'012.32933611v/2013' tertanggal 22

Agustus 2013, tentang: Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota

DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2014 (Fotokopi sesuai

dengan aslinYa);

Surat Kabar Suara Merdeka, tertanggal 23 Agustus 2013, Tentang:

Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DI'RD Kabupaten

Pemalang pada Pemilu 2014 (Fotokopi sesuai dcngan aslinya);-----

Surat dari Advokat Anggoro Adi Atmojo, SLI & Rekan, Nomor:

01/AA &RrV/201, Tanggal 14 Mei 2014, Perihal : Laporan dugaan

pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu persyaratan

administrasi Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPRD

Kabupaten Pemalang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----------

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Nomor:

257ll(PU-Kab-0 12.32933 6 llY l2}l 4, tertanggal 6 Juni 20 I 4, Perihal :

16. T-16 :

Klarifikasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. T-19 Surat dari Advokat Umar, Fajar & Rekan, Nomor: 57i UF/VllIl2014'

tertanggal 5 Agustus 2014, Perihal: Keterangan Tergugat terkait

Permohonan Penundaan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang

dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 058iG/2014/PTtIN'Smg'

(Fotokopi sesuai dengan aslinYa);

t7. T -17 :

18. T -18 ,
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20.T-20:SuratKomisiPemilihanUmumPusat,tertanggal8April2013'

Perihal: Surat Edaran Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan

2t. T -21 :

Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Fotokopi dari fotokopi);-

Surat dari Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor: w 12'U2ll433l

AT.04.014/V2014, tertanggal l9 Juni 2014, Perihal: Klarifikasi

Salinan Putusan Banding Pengadilan f inggi Semarang tanggal I

Agustus 2011 Nomor: 216,&id.Sus/201l'ET'Smg dan fotokopi

Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggat 21 Pebruari

2012, Nomor: 2299 ICPid'Sus/2O11 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

22. T -22 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah' tertanggal I

Juli 2014, Nomor: 687/KPU-Prov-0l2llllYll2014' Perihal:

Penjelasan mohon petunjuk atas surat Ketua KPU Kabupaten

Pemalang tanggal 20 Juni 2011 Nontor: 278'AIKPU

Kab.O 12.32933 6N 1t2O 1 4 ( Fotokopi dari tbtokopi ); --

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor:

202lPid.Sus/201O/PN.Pml., tertanggal l3 April 20lt (fotokopi dari

23. T -23 :

fotokopi);

24. T -24 :

25. T -25 :

26. T-26 :

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi

2l6lPid.Sus/2011/PT'Smg, tertanggal l0 Juni

Scnrarang nNomor:

201 I (Fotokopi dari

fotokopi);

Salinan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 2299

K/PID.SUS/2011, tertanggal 28 Juni 2012 (Fotokopi dari fotokopi);--

Surat dari Pengawas Panitia Pemilihan Untunr Kabupaten Pemalang

Nomor: 94lPanwastu-Prnl/lll/2014, te(anggal 28 Juni 2014, Perihal:

Penerusan Pelanggaran Adrninistrasi Pemilu (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);------

Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor: 170/83 Tahun

2014, ,rcrtanggal 4 September 2014, tentang Perubahan atas

Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor: 170/75 Tahun 2014

Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan

2'7. T -27 :
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

(Fotokopi dari fotokoPi);

28. T -28 :

29. T-29. :

30. T -30 :

31. T-31 |

32. T-32

33. T-33

Surat Komisi Pemilihan Umum

86/lGU-Kab-0 1 2.3293361111120 13,

Perihal: Sosialisasi Pilgub Jateng

Kabupaten Pemalang,

tefianggal 14 Maret

2013 (Fotokopi sesuai

Nomor:

2013,

dengan

-rI aslinya);

Tanda terima dari KPU Kabupaten Pemalang kepada Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Pemalang, Nomor: 86/KPU-Kab-

012.32g33611M013, tertanggal 14 Maret 2013, perihal: Sosialisasi

Pilgub Jateng 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-------------

Surat Rumah Tahanan Negara Klas II B Pemalang, Kantor Wilayah

Jawa Tengah, Nomor: Wl3.PAS.32 PKO1'01-1235, Perihal: Copy

Catatan Kegiatan KPU di Rutan Pemalang pada Tanggal l9 Maret

2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum R'l Nomor 3 Tahun

2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum R.I. Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Per*akilan Rakyat Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/847/Tahun 2012'

tentang Pemberhentian Kepala Desa Wanarata, Kecamatan

Bantarbolang, Kabupaten Pemalang (Fotokopi dari fotokopi);------

Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nontor : 824/KPU/XIU20l3,

tertanggal 5 Desember 2013, Perihal: Surat Edaran Pengunduran diri

dan Meninggal Dunia Calon Anggota DPI{, DPD' DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/l(ota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap

(DCT ) (Fotokopi dari fotokoPi);

Peraturan Daerah Kabupalen Pemalang Nontor: 18 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan' Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi)l--

34. T-34
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Menimbang, bahwa unruk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II

Intervensi juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermateraikan

cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau lbtokopinya, sehingga dapat

dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.2.l.l sampai dengan T.2.1.7 sebagai

berikut:--------

1. T.2.I.1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umutn Kabupaten Pemalang

Nomor: 59,4(pts/KPU-Kab-01 2.3293361201 4' tentang Penetapan

Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pemalang Hasit Pemilihan Umum Tahun 2014

(Fotokopi sesuai dengan aslinYa);

2. T .2.1.2 Tanda Terima DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Kabupaten Pemalang, tertanggal 28 Februari 2013, atas nama

Sugeng, AMd (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. T .2.1.3 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Cerindra Kabupaten

Pemalang, Nomor: 49- 12lDPC-Gerindra/2012, tertanggal 5

Desember 2012, perihal: Undangan Acara Pembekalan dari

Korwil Bpk Iskandar Zulkamaen dan Bung Ramson S (Fotokopi

sesuai dengan aslinya);

4. T.2.1.4 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten

Pemalang Nomor: 07-08/DPC-Gerindra/2013, tertanggal l5

Agustus 2013, perihal: Undangan Acara Pengumuman Hasil HGT

dan Konsolidasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);------

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten

Pemalang Nomor: 24-03/DPC-Gerindra/20 I 4, tenanggal 20 Maret

2014, perihal: Pemberitahuan Kepala Desa di Wilayah Pulosari

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);---------

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Panitia

Pemilihan Kecamatan Pulosari, Nomor: 05 I /PPK-PIs/XII/201 3 '

Perihal: Permohonan Data Pengurus, tertanggal 11 Desember 2013

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-------

5. T.2.I. 5

6. T .2.1.6
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7 . T .2.1.7 : Kartu Tanda Anggota Parlai Geriudra' atas nama Sugeng' A'Md'

(Fotokopi sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat' Penggugat untuk

menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bemama

MASTUR,yangtelahdidengarketerangan.nyadibawahsumpahdimukapersidangan,

dan keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan

perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat sedang menjalani pidana di Lapas

Pemalang;

-BahwasepengetahuanSaksi,saatdiLapasPemalangpemahdiadakansosialisasi

olehKPUKabupatenPemalangmengenaipelaksanaanPilgubJawaTengahuntuk

tahun 2013;

Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu yang hadir dari KPU Kabupaten Pemalang

sebanyak 5 (lima) orang;-

Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu sosialisasi hanya dijelaskan mengenai tata cara

pencoblosan dan pengenalan mengenai Calon Gubemur Jawa Tengah;-------------

Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah sosialisasi mengenai Pilgub selesai, diberikan

waktu untuk tanya jawab antara para penghuni Lapas dengan Narasumber dari KPU

Kabupaten Pemal^g;--------------

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat sesi tanya jawab, Penggugat mengajukan

pertanyaan apakah yang bersangkutan bisa mencalonkan diri sebagai anggota

dewan, dan ditanya kembali berapa lama hukuman Penggugat, kemudian Penggugat

menyatakan hukumannya selama I tahun, dan dijawab oleh salah satu orang dari

KPU, bahwa Penggugat bisa mencalonkan diri sebagai anggota dervan;-

Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah sosialisasi oleh KPU Kabupaten Pemalang

tersebut, Penggugat pemah menelpon orang KPU yang bernama Pak Budi untuk

menanyakan terkait rencana pencalonan Penggugat, dan selalu di jawab oleh Pak

Budi bisa. Saksi mengetahui hal itu, karena setiap menelpon, Penggugat berada di
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ruangan yang khusus untuk itu dan teleponnya selalu di loudspeaker' sehingga Saksi

bisa ikut mendengar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang

bemamaBUDIUToMo,yangtelahdidengarketerangannyadibawahsumpahdimuka

persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana terrnuat dalam Berita Acara

Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;--

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 19 Maret 2013 oleh KPU Kabupaten

PematangdilaksanakansosialisasitentangPilgubJawaTengahdiLapasPemalang;-

- Bahwa pada waktu itu yang hadir dari KPU Kabupaten Pemalang adalah Saksi' Pak

Arief, Ibu Dewi, dan supir serta Petugas dari PPK' PPS;--------

- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu hanya bertugas sebagai Pembawa Acara dan

bukanPemateri,karenayangmemberimateriadalahPakAriefdanBuDewidari

KPU KabuPaten Pemalang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu materi yang disampaikan hanya terkait

Tata Cara Pemilihan Cagub mengenai suara sah dan tidak sah;-----------

-BahwasepengetahuanSaksi,materimengenaiPilegtidakadayangdisampaikan;--

- Bahwa seingat Saksi rvaktu itu tidak ada sesi untuk tanyajawab;

- Bahwa benar Penggugat pemah mengajukan pertanyaan terkait pencalonan sebagai

anggota dewan kepada Saksi, tapi via telepon;---

-BahwabenarPenggugatpemahmenelponSaksibeberapaharisetelahSosialisasi;.._

- Bahwa seingat Saksi, Penggugat menanyakan bisa atau tidak Penggugat

mencalonkandirisebagaianggotadewarr/caleg'danolehSaksiditerangkanuntuk

mendaft arkan melalui Partai;

-BahwasepengetahuanSaksi,Penggugatmenanyakanterkaitlraltersebutsebanyak2

(dua) kali melalui telePon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan keberadaan Penggugat di Lapas

Pemalang, telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Pemalang;---

- Bahwa sepengetahuan Saksi, KPU Kabupaten Pemalang sudah membuat Surat

Keputusan terkait penggantian Pak Tofi k;----------
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Bahwa sepengetahuan Saksi, pengganti Pak Tofik adalah Pak Sugeng;

Bahwa Saksi mengatakan bahwa tahapan+ahapan pemilu dimulai dari penetapan

teruskeKPU,verifikasi,DPSdanDPT,tetapiuntuktanggaldarrbulannyaSaksi

Iupa;

BahwasepengetahuanSaksi,terkaitdenganpelaksanaanverifikasiberkasBakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, untuk penelitian dokumennya

dilakukan oleh sebagian besar Pegawai KPU Kabupaten Pemalang' termasuk Saksi

dan para Komisioner KPU, sedangkan untuk memutuskan lolos tidaknya diputuskan

dalam rapat pleno oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Pemalang;

-BahwaSaksimengatakanlupakapantepatnyaverifikasiberkascalonanggota

dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pemalang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pengumuman baik Daftar Calon Sementara

maupunDaftarCalonTetapCalonAnggotaDPRDKabupatenPemalang'tidak

pernah ada keberatan maupun tanggapan dari masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pemungutan suara, Pak Tofik mendapat suara

terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat Keputusan diterbitkan oleh KPU setelah

pengumuman Calon Anggota Terpilih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Pemalang dan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2014 telah

hadir Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang bernama SRIYONO, SH yang telah

didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan. yang pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang;

- Bahwa Saksi menjadi Anggota Bawaslu sejak bulan Oktober 2012 sampai

sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan kewenangan Bau'aslu sesuai dengan

peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013, terkait pelanggaran
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pemilu dimulai dari Tahapan Daftar Pemilih sampai dengan selesai pemilihan dan

pelantikan;

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan' setiap adanya laporan

pelanggaran pemilu, ditindak lanjuti oleh Bawaslu. kemudian diklasifikasikan

apakah termasuk datam tindak Pidana Pemilu, pelanggaran Kode Etik' sengketa

Pemilu atau pelanggaran Administrasi;

Bahwa sepengetahuan Saksi kewenangan Bawaslu dimulai

Daftar P6milih apakah ada tambahan atau hasil perubahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 220 ayat 1;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak adanya laporan secara tertulis pelanggaran

Pemilu, dikaji dan kemudian dipanggil Pelapor maupun Saksi;----

Bahwa Saksi menerangkan dalam pemeriksaan terhadap pelaporan tersebut'

forumnya diperiksa satu persatu dimulai dari Pelapor, kemudian dilanjutkan dengan

Saksi-saksidanterakhirTerlapor,kalausudahTerlaporindikasinyadenganKPU;---

Bahwa sepengetahuan Saksi laporan oleh Pak Tofik melalui Pengacara Anggoro'

SH;

terkait adanya

Semarang dan

dari awal penlusunan

Pernilih, sesuai dengan

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dipermasalahkan oleh Pelapor'

Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Putusan Pengadilan Tinggi

7

Putusan dari Mahkamah Agung R'I';

Bahwa sepengetahuan Saksi, KPU baru berkoordinasi dengan Bawaslu apabila

sudah ada pelanggaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan laporan Pak Sugeng sebagai Pelapor

kedudukan KPU sebagai Saksi;---

- Bahwa sepengetahuan Saksi, walaupun sudah dilantik sebagai Anggota Dewan'

apabilaadalaporan,masihmenjadikewenanganBau'asluuntr'rkmemeriksanyai...--

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2014' baik

Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing

tertanggal 27 Nopember 2014, sedangkan Tergugat Il Intervensi tidak mengajukan

KesimpulanwalaupuntelahdiberikankesempatanolehMajelisHakint;-------
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Menimbang, bahwa segala sesuatu yang

menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara

belum termuat dalarn Putusan ini

ini ,vang merupakan satu kesatuan

dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan

oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pcrtinrbangan hukum

sebagai berikut;

TENTANG PERTINIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan l'enggugat adalah sebagaimana

terurai dalam duduk perkara di atas;---------------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh 1'ergugat berupa Surat Keputusan

KomisiPemilihanUmumKabupatenPemalangNornor:59/l(pts/KPU-Kab-

012.32933612014 tentang Penetapan calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan

PerwakilanRakyatDaerahKabupatenPemalangHasilPemilihanUmumTahun2014,

tertanggal 1 Juli 2014 (vide bukti P.l = bukti T'1 = bukti T 2'l'1);-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat

dapat disimpulkan bahwa menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR' DPD'

dan DPRD dan juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas

Proporsonalitas,AsasProfesinonalita,AsasAkuntabilitasdanAsasTidakCermat'

sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang

NomorgTahun2004,makaobjekSengketaharusdinyatakanbatalatautidaksah(vide

Posita Gugatan an gka 16,25 dan 26 );-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut' telah dibantah

oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat untuk membatalkan terpilihnya

Penggugat dan menetapkan calon terpilih pengganti tidak melanggar ketentuan dalam

I
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Pasal62ayat(5)Undang-UndangNomor8Tahun2012,danbahwaTergugattelah

bertindak professional, proporsional, cermat dan akuntabel dalam menerbitkan obyek

sengketa (vide Jawaban Tergugat angka 21 dan 26);-------

Menimbang,bahwaterhadapdalil-dalilgugatanPenggugattersebut'Tergugatll

Intervensi juga telah menyampaikan bantahan dalam Jawabannya maupun Dupliknya

yang pada pokoknya menyatakan seseorang caleg memang tidak berhubungan dengan

KPU, namun hanya berhubungan dengan Partai, dalam hal ini saya hanya berhubungan

dengan DPi Partai Gerindra. Hal ini benar, karena peserta Pemilu legislatif adalah

partai bukan perseorangan (vide Jawaban Tergugat II Intervensi angka 9);------------

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut

diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis fonnal, prosedural dan

materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung

yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku' baik berupa peraturan

perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim

akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada

fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara

bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang

harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara

dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja

yangdiutamakansertakekuatanpembuktianyangtelahdiajukan,semuainidalam

rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;
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Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakirn dan dalam pemeriksaan

persidangan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat mengenai objek gugatan dalam

sengketa a quo adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

PasallangkagUndang.UndangNomor5lTahun200gtentangPeradilanTataUsaha

Negara dan temyata pula gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90

(Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan

Tergugat yang disengketakan tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima

sebagai objek sengketa untuk diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya' Penggugat telah

mengajukanalatbuktisuratberupafotokopiyangtelahbermeteraicukupdantelah

dicocokkan temyata sesuai dengan asli dan'/atau fotokopinya' sehingga secara formal

dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda P'l sampai dengan P'7' serta 1

(satu)orangsaksidibawahsumpahdimukapersidanganyangbemamaMastur;--....---..-

Menimbang,bahwauntukmenguatkandalil.dalilbantahannyaTergugattelah

pulamengajukanalatbuktisuratberupafotokopiyangtelahbermeteraicukupdantelah

dicocokkan temyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal

dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda T.l sanrpai dengan T.34, serta

seorang saksi dibawah sumpah di muka persidangan yang bernama Budi Utomo;-----

Menimbang,bahwauntukmenguatkandalil-dalilbantahannyaTergugatll

Intervensi telah pula mengajukan atat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai

cukup dan telah dicocokkan temyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga

secara formal dapat digunakan sebagai alal bukti yang diberi tanda T.2.l.l sampai

dengan T.2.I.6 dan tanpa menghadirkan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan

oleh Majelis Hakim;----------
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Menimbang, bahwa dari Jawab-jinawab'

yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim

bukti-bukti surat dan keterangan saksi

memperoleh l'akta-fakta hukum sebagai

berikut:

- Bahwa Penggugat pada awalnya menjalani tahanan di Rumah Tal.ranan Pemalang

berdasarkanPutusanPengadilanyangtelahberkekr'ratanlrukumtetap(videbukti

T.23,T.24dan T.25 serta keterangan Saksi Mastur dan Budi Utomo);

- Bahwa saat menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Pemalang

tersebut, diadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Gubemur Jawa Tengah oleh

KPU Kabupaten Pemalang pada tanggal 19 Maret 2013' dan Sekeratris KPU

Kabupaten Pemalang yaitu Budi Utomo juga mengetahui keberadaan Saksi di Rutan

tersebut (vide bukti T'28 dan keterangan Saksi Mastur serta Budi Utomo);-

- Bahwa setelah adanya sosialisasi oleh I(PU Kabupaten Pemalang di Rutan tersebut'

kemudian Penggugat berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (vide keterangan Saksi Mastur);-

- Bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Anggota

DPRDKabupatenPemalangmelaluiPartaiGerakanlndonesiaRaya(Gerindra)

kepada KPU Kabupaten Pemalang pada tanggal l7 April 2013 (vide bukti T'7);-----

- Bahwa terhadap berkas pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Pemalang tersebut, kemudian oleh KPU Kabupaten Pemalang dilakukan verifikasi

kelengkapan dokumen pencalonan yang hasilnya disampaikan kepada semua partai

peserta pemilu pada tanggal 7 Mei 2013 (vide bukti T'8);

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan berkas dokurnen pendaftaran Bakal Calon

Anggota DPRD dilakukan oleh semua Komisioner KPU Kota Pemalang dengan

dibantu oleh beberapa Pegawai KPU Kabupaten Pemalang' yang kemudian

diputuskan dalam rapat pleno oleh Komisioner KPU Kabupaten Pemalang (vide

keterangan Saksi Budi Utomo);----------------

Bahwa setelah verifikasi dokumen pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

selesai dilakukan, selanjutnya KPU Kabupaten Pemalang mengeluarkan Keputusan

KPUKabupatenPemalangNomor:53/Kpts/KPU.Kab-012.329336/20l3tentang
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Penetapan Daftar Calon Sementara AngSota Dsrvan l)crwakilan Ilakyat Dacrah

Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014' tertanggal l2 Juni 2013 (vide

bukti T.13);

Bahwa terhadap Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tersebut'

kemudian KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan Daftar Sementara Anggota

DPRD Kabupaten Pemalang, pada tanggal l5 Juni 2013 (vide bukti T 14);--------

Bahwa terhadap pengumuman Daftar Sementara Anggota DPRD Kabupaten

pemalang tidak ada masukan maupun tanggapan dari masyarakat, sejak dari

pengumuman sampai dengan langgal 27 Juni 2013 (vide keterangan Saksi Budi

Utomo);

Bahwa kemudian KPU Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan KPU

KabupatenPemalangNomor:7&4Qts/l(PU-Kab-012'329336l20l3tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014' tertanggal 22 Agustus 2013

(vide bukti T.15);

Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan Daftar Calon Tetap

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tersebut melalui surat kabar Suara Merdeka

tanggal23 Agustus 2013 dan mencantumkan nama Penggugat pada Partai Gerakan

Indonesia Raya dalam Daerah Pemilihan Pemalang 5 dengan nomor urut 9,

sedangkan untuk nomor urut 1 atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.16);---

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum

CalonAnggotaDPRDKabupatenPemalang,untukPenggugatmemperolehsuara

sebanyak 7.984, sedangkan atas nama Tergugat II Intervensi memperoleh suara

sebanyak 2.255. Hal ini sebagaimana termuat dalam Daftar Nama Pengganti calon

TerpilihAnggotaDewanPerwakilarrRakyatKabupatenPemalangHasilPemilu

Tahun 2014, tefianggal I Juli 2014 yang menjadi lampiran dalam Keputusan KPU

Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pada tanggal 5 Mei

2014, salah satu Tim Sukses dari Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa
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seharusnya Penggugat tidak dapat lolos sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten

Pemalang (vide Jawaban Tergugat II Intervensi angka 6

Bahwa terhadap pemberitahuan dari Tim Suksesnya tersebut' kcmudian Tergugat ll

Intervensi melalui Kuasa Hukumnya melaporkan adanya dugaan pemalsuan

dokumen atau penggunaan dokumen palsu kepada KPU Kabupaten Pemalang dan

PanwasluKabupatenPemalang,padatanggall4Mei20l4(vidcbuktiT.lT);---.-_.

Bahwa dalam kajian laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Pemalang

Nomor: 22/LP/P 1LEGN 12014, pada bagian 'II. Data' menyebutkan tanggal

dilaporkan 15 Mei 2014, dan tanggal peristiwa: 9 April 2013 (vide bukti T '26):---

Bahwa atas laporan dari Tergugat II Intervensi tersebut' kemudian Panwaslu

Kabupaten Pemalang menindaklanjuti dengan mengadakan petreriksaan terhadap

Abdul Hakim, SHI, sebagai Ketua KPU Kabupaten Pemalang' Drs' Rama' sebagai

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang' dan Syarkawi' sebagai Sekretaris

DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang serta terlapor Tofik in cnsa Penggugat

(vide bukti T.26);

Bahwa hasil penelitian dan hasil kajian Pengawas Pemilu Kabupaten Pernalang

tersebut, kemudian dituangkan dalam Kajian Laporan Nomor:

22lLP IPILEGN 12014, tertanggal 28 Juni 2014 yang pada pokoknya memberikan

rekomendasi berupa perbuatan Terlapor Sdr' Totlk Calon Anggota DPRD

Kabupaten Pemalang lewat Partai GERINDRA Kabupaten Pernalang tersebut' cukup

untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi pemilu 2014' kepada Ketua

KPU Kabupaten Pemalang (vide bukti T 26);--------

Bahwa terhadap rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pemalang tersebut'

kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor:

59/lQts/lGU-Kab-012.32933612014 tentang Penetapan calon Terpilih Pengganti

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 in casu oblek sengketa (vide bukti P'1 =

bukti T.2.1.1 yang identik dengan bukti T 1);
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Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal i07 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo' Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari jawab jinawab antara

kedua belah pihak diperoleh permasalahan hukum dalam sengketa a quo yang harus

diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa permasalahan atau persoalan hukum dalam sengkela a quo

adalah: "Apakah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang in casu

Tergugat, dalam menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang

Nomor: 594(pts/IGU-Kab-012'32%3912014 tentang Penetapan Calon Terpilih

Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil

pemilihan umum Tahun 2014, tertanggal I Juli 2014 yang menjadi objek gugatan dalam

sengketa a quo secara prosedur dan substansi telah sesuai peraturan perundang-

undanganyangberlaku,danatauasas-asasumumpemerintahanyat.rgbaikatautidak";-

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut' Majelis Hakim akan

mempertimbangkan terkait prosedur dan mekanisme terbitnya objek sengketa sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa prosedur dan mekanisme mengenai penggantian Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2012 tentang Pernitihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan

KomisiPemilihanUmumNomor2gTahun20l3sebagaimanadiubahdenganPeraturan

KomisiPemilihanUmumNomor8Tahun2014sertaketentuanperaturanperundangan-

undangan lain Yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2Ol2 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD' menyebutkan:

. Pasal249 ;
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Ayat (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari

dimaksud pada ayat (2)

sejak diketahui dan/atau

ditemukannya pelanggaran Pemilu;

Ayat (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dinraksud pada ayat (2)

telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu

Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan

paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;---------

Ayat (6) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu

Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai

tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5

(lima) setelah laporan diterima; ------------

o pasal254 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, membuat

rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 249

ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilu;----------

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan

dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

menyebutkan:

. Pasal 7: Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu

sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (ujuh) hari sejak

diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu;

Menimbang, bahua Tergugat menerbitkan objek sengketa a qtro pada tanggal I

Juli 2014, setelah menerima rekomendasi dari Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang

sebagaimana termuat dalam Kajian Laporan Nomor: 22ILPIPILEG/2014' tertanggal 28
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Juni2014yangditujukankepadaKPUKabupatenPemalangillczrsrrTergugat(vide

bukti P.1 = bukti T.2.I.1 yang identik dengan bukti T't );--------------

Menimbang,bahwaPanwasluKabupatenPemalangmenerbitkanrekomendasi

tersebut, setelah menerima laporan dari Tergugat Il Intervensi melalui Kuasa

Hukumnya, terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu

persyaratan administrasi Balon dan atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang'

sebagaimana suratnya tertanggal 14 Mei 2014 yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten

Pemalang pada tanggal l5 Mei 2014 (vide bukti T'17 dan bukti T'26);

Menimbang, bahwa dalam Kajian Laporan yang diterbitkan oleh Panwaslu

Kabupaten Pemalang, secara eksplisit pada bagian 'DATA' nrenyebutkan 'Tgl'

dilaporkan: 15 Mei 2014', dan 'Tgl. peristiwa: 9 April 2013' dengan bukti-bukti

diantaranya adalah 
.Form Model BB-1 tentang Surat Pemyataan" 'Putusan Pengadilan

NegeriPemalangNomor:202lPid.Sus/2010/PN.Pml,tanggall3April20ll,.Putusan

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 216lPid'Sus/201 l/PT'Smg' tanggal I Agustus

2011'dan.PutusanMahkamahAgungNomor:2299lJPid.Sus/20ll,tanggal2l

Februari 2012' (vide bukti T.26)7-----'

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat II Intervensi

dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa sebenamya Tergugat II Intervensi

mengetahui tentang kondisi dan status Penggugat yang merupakan seseorang yang

pemah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan posisi Tergugat II Intervensi

yang juga merupakan Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Gerindra, seharusnya laporan

tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya peristiwa tersebut

kepadaPanwaslumaupunkepadaKPUKabupatenPemalang(videbuktiT.26'dan

Jawaban Tergugat II Intervensi angka 7 );

Menimbang, bahwa terkait dengan diketahuinya peristiwa pelanggaran tersebut

pada tanggal 9 April 2013, dihubungkan dengan saat Penggugat mendaftarkan diri

sebagai Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui Partai Gerindra pada

tanggal l7 April 2013, maka sebenamya pelanggaran tersebut sudah diketahuijauh hari
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sebelum berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang atas tersebut

didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;-------

Menimbang,bahwadisampingitu,berdasarkanketeranganSaksiBudiUtomo'

SekeretarisKPUKabupatenPemalangyangmenyatakanbahwapadasaatdilakukannya

sosialisasi Pemilihan Gubemur Jawa Tengah di Lembaga Pemasyarakatan Pemalang

pada tanggal 19 Maret 2013, sempat bertemu dengan Penggugat dan mengetahui status

Penggugat sebagai narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya' Saksi juga

mengatakanterkaitdenganstatusPenggugattersebuttelahdiketahuiolehsebagianbesar

masyarakat (vide keterangan Saksi Budi Utomo);-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan terhadap berkas pencalonan Anggota

DPRD Kabupaten Pemalang atas nama Penggugat telah dilakukan verifikasi oleh KPU

Kabupaten Pemalang, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Budi Utomo menyatakan

bahwa pemeriksaan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dilakukan

olehKomisionerKPUKabupatenPemalangdengandibantuolehsebagianbesar

pegawaipadaKPUKabupatenPemalang,sedangkanterkaitlolostidaknyaverifikasi

berkasdokumenpencalonanAnggotaDPRDKabupatenPemalangdiputuskandalam

rapat pleno yang dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Pemalang (vide

keterangan Saksi Budi Utomo);----------------

Menimbang,bahwaselanjutnyaberdasarkanhasilrapatplenoKomisionerKPU

Kabupaten Pemalang tersebut, terhadap berkas dokumen pencalonan Anggota DPRD

Kabupaten Pemalang atas mma Penggugat melalui Partai Gerindra dinyatakan lolos

verifikasi. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor

214llGU-Kab-012.32g336N12013, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi

Kelengkapan Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu

2014, tertanggal 7 Mei 2013 yang ditujukan kepada Partai Gerindra (vide bukti T'8);---

Menimbang,bahwakemudianKPUKabupatenPemalangmenerbitkan

Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 53/KptsAGU-Kab-012.32933612013

tentang Penetapan Daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang,
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Pemilu Tahun 2014, terlanggal 12 Juni 2013, yang dilanjutkan dengan pengumuman

Daftar Calon Sementara Anggota DPITD Kabupaten Pemalang melalui surat kabar Radar

Tegal tertanggal 15 Juni 2013 dan dalam pengumuman tersebut juga disebutkan bahwa

kepada masyarakat diminta untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar

Calon Sementara tersebut dari tanggal l4 sampai dengan 27 Juni 2013 (vide bukti T.l3

dan bukti T.l4);

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota

DPRD Kabupaten Pemalang tersebut, sampai dengan batas waktu terakhir tanggal 27

Juni 2013 tidak ada penyampaian masukan maupun tanggapan dari masyarakat,

sehingga kemudian KPU Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan Nomor:

78,{(pts,4GU-Kab-012.329336/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota

DPRD Kabupaten Pemalang Pemilu Tahun 2014, tertanggal 22 Agustus 2013 yang

ditindaklanjuti dengan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten

Pemalang Pemilu 2014 melalui surat kabar Suara Merdeka pada tanggal 23 Agustus

2013 (vide bukti T.15 dan bukti T.l6)-

Menimbang, bahwa antara laporan oleh Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan

keterangan Saksi Budi Utomo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya

pada saat penelitian berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang diperiksa

dalam verifikasi berkas oleh KPU Kabupaten Pemalang, maka terhadap Model BB-l

atas nama Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan KPU Kabupaten

Pemalang sebagai institusi yang berwenang dalam pelaksanaan pemilihan legislatif

memberikan kesempatan kepada partai politik pengusungnya lr ccstr Partai Gerindra,

untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen pengajuan calon dadatau syarat calon,

sehingga Partai Politik pengusung Bakal Calon tersebut dapat menl'erahkan perbaikan

dokumen syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon pada tanggal 9 sampai dengan 22

Mei 2013. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Nomor 220II(PU1M2013, Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pcncalonan Anggota

DPR, DPD dan DPRD, tertanggal 16 April 2013, pada bagian '8. Tata cara pendaftaran,
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verifikasi dan penetapan' angka (2) huruf d. Verifikasi dan e. Masa Pelbaikan (vide

bukti T.20);

Menimbang,bahwaberdasarkanfaktahukumyangtelahdiuraikantersebutdi

atas dihubungkan dengan ketentuan normatif terkait dengan penanganan laporan dugaan

pelanggaranPemilu,makaMejelisHakirnberkesimpulanbahwawalaupunTergugat

dalammenerbitkanobjeksengketamasihdalamjangka'waktusebagaimanaditentukan

dalamPasal.255Undang.UndangNomorSTahun2012,akantetapiolehkarenaobjek

sengketa diterbitkan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pemalang yang

mana penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum atas nama Penggugat

oleh Tergugat II Intervensi telah melampaui batas waktu yang ditentukan peraturan

perundang-undangan yaitu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 249 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR' DPD dan DPRD

dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013, maka secara

mutatis mutandis penerbitan objek sengketa telah tidak memenuhi prosedur atau

mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku' sehingga

cacat secara prosedur-formal dalam penerbitarmy a;- - ---' - - - - " - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majetis Hakim akan mempertimbangkan

mengenai substansi materiil penerbitan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan

peraturan penmdang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik, sebagai beikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

20l2tentangPemitihanUmumAnggotaDPR,DPDdanDPRD'menyebutkan:--------

. Pasal 220 ayat (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR' DPD' DPRD provinsi dan

DPRD Kabupaten dilakukan apabila calon terpilih yang

bersangkutan:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;
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Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD,

DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau ;

d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang

atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan

yanmg telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29

Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih

dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 50 menyebutkan:---

. Ayat(l): Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/I(ota dilakukan apabila calon terpilih: c' tidak lagi

memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/l(ota;

. Ayat (2): Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan

bukti surat keterangan;--------

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahgn 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29

Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih

dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 5l menyebuikan :---------------

I . Ayat (4): Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/l(ota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupater/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah
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asaskepastian,sehinggasecarasubtansimateriilpenerbitanobjeksengketaaquoiuga

mengandung cacat subtansi;----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis

Hakimberkesimpulanmenuruthukumbahwaolehkarenapenerbitanobjeksengketa

baik secara prosedur formal maupun subtansi materiil telah terbukti cacat prosedural dan

cacat subtansiil, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004, maka obyek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang,bahwaberdasarkankeseluruhanpertimbangantersebutdiatas'

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat

gugatannya telah dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan' dan sebaliknya

Tergugattidakdapatmembuktikandalil.dalilbantahannya,olehkarenanyacukupalasan

hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-"---"---"-' -

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan nomor 2 dikabulkan' maka

kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenPemalangNomor:59/l(ptslKPU-Kab-012'329336l20l4tentangPenetapan

Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

PemalangHasilPemilihanUmumTahun2014,tertanggallJuli20t4incasuobiek

sengketa dan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor:058/PENiTUN/20141PTI.]N.SmgtentangPenundaanPelaksanaanKeputusan

objeksengketa,tertanggalTAgustus2014haruslahdinyatakantetapberlaku'sampai

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan

seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986' maka

terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dibebani untuk

membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam

amar putusan;
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4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara

Secara tanggung renteng Sebesar Rp. 307.500,00 (Tiga ratus tujuh ribu linra ratus

ruPiah) ; ------'---

Demikian diputuskan dalanl rapat pernlLrsyawaratan Majelis l-lakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Sentarang pada hari Klrtris' talggll 'l l)cscrrlbcr 2014 olch kami

zuBAlDA DJAIz BARANYANAN, sl't. scbagai I'lakim Ketua Majelis'

susILOWATI SIAHAAN, SII. dan D[,sY wlJl',ANI)AIll', sH' ntasing-ntasing

sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidarlg )'tlng tcrbtlka untuk ulllul't'l

pada hari KAMIS, tanggal 1l Desember 2014 oleh Majelis Ilakinr tersebut diatas

dengan dibantu oleh ETTY RUSTIYANI Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Pcnggtrgat' Kttasa 
-l'crgugat dan Prinsipal

Tergugat II Intervensi;

I I,,\KI M KIi'TTJA MA.IIiLIS

ZU I}AI DA D,I AIZ I}AII.ANYANAN, S.H.

IIAKIM ANGGOTA I

SUSILOWATI SIAHAAN, SH

I{AKIM ANGGOTA II

PANITIIITA PIiNGGANTI

ETTY ITUSTIYANI
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Perincian Biava Perkara Nomor: 058/G/201'l/PTUN-SMG:

Biaya Pendaftaran Gugatan

Biaya ATK

Biaya Panggilan Sidang dan SumPah

Materai Putusan SeIa

Redaksi Putusan Sela

Materai PenetaPan Penundaan

Redaksi PenetaPan Penundaan

Materai Putusan

Redaksi Putusan

Rp. 30.000'-

Rp. 125.000'-

Rp. 119.500'-

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000'-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

llp. 5.000,-

' RP' 307' 500'-

(Empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
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DICATAT DISINI :

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

058/G/2014/PTLlN.Smg tanggal l1 Desember 2014 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai

dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF,

SH., MH., (Kuasa Tergugat) pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015:-----------

Perincian Biava :

1 . Meterai

2. Penyerahan salinan (56 lembar)

3. Leges perputusan

4. Fotokopi

Jumlah

( Tiga puluh

Rp. 6.000,-

Rp. 16.800,-

Rp. 3.000,-

Rp. 1 1.200.-

Rp. 37.000,-

tujuh ribu rupiah )

]
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